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BUPATIGOWA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR: 24 '?au& 2017 

TENT ANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAllMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pi.mpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu 

membentuk Peraturan Bupati Gowa tentang Pemberian 

Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang · Undang Nomor 1 Tahun 2004 temang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuaangan Negara . (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 44370; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undanng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 



10. Peraturan Oaerah Kabupaten Gowa Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2009 Nomor 8) sebagairnana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Ka bu paten Gowa Tahun 2014 Nomor 11); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2016 Nomor 11}; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa 

Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 3). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 
TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM. 

Pasal 1 

sebagai unsur 

yang mermmpm 

menjadi yang 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara pemerintahan daerah 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gowa. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD 

Kabupaten Gowa. 



6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan 

keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowa 

dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

7. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan berupa uang 

yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Gowa. 

BABII 
TUNJ'ANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH 

Pasal 2 

Pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam 
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 3 

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebesar Rp9.500.000 (Sembilan juta lima rarus ribu rupiah) 

BAB ID 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
pada tanggal 5 &•ptalUi,r 2817 

BUPATI GOW 

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 

Diundangkan di Sungguminasa 
Pada tanggal 5 lii•:,teDer 2117 

SEKRETARIS DAERAH 
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CHLIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TA.HUN 2017 NOMOR 2..4. 


